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ABSTRAK 

l':ld:1 ~kri1'-~i ini. pcnulis mengnngknt pennnsnlnhan Penerapan Surat Edaran Kapolri Nomor 
()6. E/X/2015 tentnng Pennngnnnn Ujarnn Kebencian (Hate Speech) di Kota Palembang. 
l'ilih:mjudul tersehm dilntnrbelaknngi karena semakin maraknya kasus ujaran kebencian yang 
~1at ini mei\iadi pcrhmian oh:h puhlik sehingga dikeluarkanya Surat Edaran Kapolri Nomor 
()(. ,'E/Xt::!O 15 gunn untuk pennngannn knsus ujnran kebencian dan menjadi pedoman untuk 
institusi Kepolisian di sc!lurnh Indonesia khususnya Kepolisian di kola Palembang. Maka 
per.m a\\111 yang aknn dilakukuknn oleh pihnk Kepolisian sertn jajaranya dalam penindakan 
kejahntan ujunm kehencinn ini menjadi hal utama dalam penegakan hukum. Berdasarkan hal 
di atas. karya tulis ini mengangknt rumusan masalah: (I) Apa yang menjadi tolok ukur pihak 
kepolisian di Korn Palembang dnlam menilai perbuatan kejahatan Ujaran Kebencian (Hate 
Spt-cch)'? (2) Bngnimann pihak kepolisian di kola Palembang mengatnsi kendala dalam 
menjalankan tugnsnya untuk menindnk kejahatan Ujarnn Kebencian (Hate speech)? Dari hasil 
penelitian yang dilakuknn di Keplolisian Daerah kotn Palembang, penulis memperoleh 
jam1ban atas pemmsnlahan yang ada bahwa Polda Sumatera Selatan tclah dapat melakukan 
tindakan dalam upaya prevent if dan represif berdasarkan Surat Edaran Kapolri, dan terhadap 
kendala yang ada selama melakukan upaya tersebut pihak kepolisian telah memiliki jalan 
kelunmya dengan berkerja sama dengan Universitas di Indonesia untuk mendapatkan 
keterangan saksi ahli bahasa dalam melakukan penyidikan serta peran aktif lembaga-lembaga 
negara lainya seperti Majclis Ulama Indonesia (MUI), Kesbarnpol Sumsel, Kemenkoinfo ahli 
!TE. 

Kata Kunci :Ujaran Kebencian, Kejahatan, Kepolisian, Surat Edaran Kapolri, Preventif, 
Represif, Lembaga Negara. 

/ 

Dr. . arifuddin Pettanase S.H M.H 
.195412141981031002 

Pembimbing Kedua, 

Ketua Bagian Hukum Pidana 

09181991022001 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

 

 

Hampir satu abad KUHP diterapkan di Indonesia, Ujaran kebencian (Hate Speeh)1 

baru menjadi perbincangan publik, dan itu ditengarai oleh Surat Edaran Kapolri yang 

hendak menguatkan pelaksanaan pasal-pasal KUHP atau Undang-Undang lain yang 

melarang ujaran, provokasi dan hasutan kebencian yang berdampak pada diskriminasi dan 

kekerasan2. Untuk mengatasi serta menanggapi respon terhadap terindikasinya kejahatan 

Ujaran Kebencian (Hate Speech), Polri menerbitkan Surat Edaran No SE/06/X/2015 guna 

untuk menindak penebar isu dan konten negatif yang berujung perpecahan maupun 

memprovokasi dengan maksud dan tujuan untuk mengajak orang lain agar supaya 

bertindak anarkis. Dalam memberantas kejahatan Ujaran Kebencian yang berkaitan dengan 

suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) akan mendapat tindakan oleh aparat penegak 

hukum berdasarkan legalitas dan hukum yang berlaku di Indonesia. 

 

Negara yang menganut sistem Demokrasi seperti negara Indonesia, masyarakatnya 

dapat  bebas  berpendapat,  berekspresi    dan  mengeluarkan  pikiran  dengan  lisan maupun 

1Hate Speech is talk that attack an individual or a specific group based on a protected attribute such 

as the target’s sexual orientation, gender, religion, disability, color, or country of origin( Ujaran Kebencian 

adalah pembicaraan yang menyerang seseorang atau seksual, gender, agama, kecacatan, warna, atau 

kewarganegaan ), Sumber: https://legaldictionary.net/hate-speech/, Diakses tgl 27 Oktober 2017, pukul 13.45. 
2M. Choirul Anam, Muhammad Hafiz, Surat Edaran Kapolri Tentang Penanganan Ujaran Kebencian 

(Hate Speech) dalam Kerangka Hak Asasi Manusia, Jurnal Keamanan Nasional vol 1 No. 3, 2015, hlm 1 
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tulisan selama masih tidak bertentangan dengan hukum positif yang berlaku di Negara 

Indonesia. Di Indonesia khususnya di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan masih 

banyak masyarakat yang pada umumnya belum memahami antara kebebasan 

mengekspresikan pendapat dan menyebarkan kebencian. 

 

Saat ini makin marak dan meluas ujaran kebencian yang diungkapkan oleh individu 

maupun kelompok baik lisan maupun tulisan dengan menggunakan berbagai media. 

Padahal, ujaran kebencian sangat berbahaya. Karena dapat merendahkan manusia lain, 

menimbulkan kerugian material dan korban manusia, Bisa berdampak pada konflik, Bisa 

berdampak pada pemusnahan kelompok (genosida).3 

Perilaku yang bertentangan dengan norma tentunya menimbulkan permasalahan 

hukum serta merugikan masyarakat. Perilaku yang bertentangan dengan norma hukum 

dapat disebut dengan penyelewengan terhadap norma hukum, dalam hal ini dapat 

menimbulkan terganggunya ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat. 

Penyelewengan demikian, telah dianggap oleh sebagian masyarakat sebagai perbuatan 

kejahatan. 

 

Saat ini makin marak dan meluas ujaran kebencian yang diungkapkan oleh individu 

maupun kelompok baik lisan maupun tulisan dengan menggunakan berbagai media. 

Padahal, ujaran kebencian sangat berbahaya. Karena dapat merendahkan manusia lain, 

 

 

3Buku Saku Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech), KomisiNasional Hak Asasi Manusia 

Republik Indonesia, hlm. 3 – 4. 
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menimbulkan kerugian material dan korban manusia, Bisa berdampak pada konflik, Bisa 

berdampak pada pemusnahan kelompok (genosida).4 

 

Perilaku yang bertentangan dengan norma tentunya menimbulkan permasalahan 

hukum serta merugikan masyarakat. Perilaku yang bertentangan dengan norma hukum 

dapat disebut dengan penyelewengan terhadap norma hukum, dalam hal ini dapat 

menimbulkan terganggunya ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat. 

Penyelewengan demikian, telah dianggap oleh sebagian masyarakat sebagai perbuatan 

kejahatan. 

 

Kejahatan yang menimbulkan ancaman serta berdampak kriminal, tentunya dapat 

dicegah dengan upaya-upaya nonpenal maupun penal. Kejahatan perlu mendapatkan 

perhatian serius dalam penegakannya, hukum yang bersifat dimanis yang selalu mengikuti 

perkembangan zaman harus dapat lebih maju ketimbang kejahatan itu sendiri dengan 

melihat berbagai aspek dikehidupan masyarakat yang mampu mencipatakan hukum lebih 

efektif dan tepat sasaran. 

 

Perbuatan kejahatan yang saat ini perlu mendapatkan perhatian serius pada saat ini 

yaitu Ujaran Kebencian (Hate Speech). 

 

 

 

 

 
 

4Buku Saku Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech), KomisiNasional Hak Asasi Manusia 

Republik Indonesia, hlm. 3 - 4 
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“Hate Speech is talk that attack an individual or a specific group based on 

a protected attribute such as the target’s sexual orientation, gender, 

religion, disability, color, or country of origin.” 5 

Ujaran Kebencian(Hate Speech) adalah tindakan komunikasi yang menyerang suatu 

individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu 

atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, etnis, gender, 

cacat, orientasi seksual,kewarganegaraan, agama, dan lain-lain. Dalam arti hukum, Ujaran 

Kebencian (Hate Speech) adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang 

dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah 

dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut. Ujaran 

kebencian dapat dilakukan melalui berbagai media antara lain dalam orasi kampanye, 

spanduk atau benner, jejaring media sosial, penyampaian pendapat dimuka umum 

(demostrasi), ceramah keagamaan, media cetak maupun elektronik, pamflet.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5https://legaldictionary.net/hate-speech/, Diakses tgl 9 september 2017, pukul 14.34 
6Butir   2   huruf h Surat Edaran Kapolri NOMOR SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran 

Kebencin (Hate Speech), hlm. 3. 
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Persoalan mengenai ujaran kebencian (Hate Speech) semakin mendapatkan 

perhatian masyarakat baik nasional maupun internasional seiring dengan 

meningkatnya kepedulian terhadap perlindungan atas hak asasi manusia (HAM).7 

Berbagai negara seperti Amerika Serikat yang menjunjung tinggi kebebasan bicara 

namun, ujaran kebencian dikategorikan sebagai sebuah tindak pidana apabila telah 

terbukti mengakibatkan ancaman kekerasan dan tindakan diskriminatif di luar hukum 

kepada penerima ujaran kebencian. Di sisi lain, negara-negara seperti Jerman 

sepenuhnya melarang ujaran kebencian karena menganggap bahwa ujaran kebencian 

itu sendiri sudah merupakan sebuah bentuk dari ancaman. 

 

Perbuatan ujaran kebencian memiliki dampak yang merendahkan harkat 

martabat manusia dan kemanusian seperti yang telah terjadi di Rwanda, Afrika 

Selatan, ataupun di Indonesia. Ujaran kebencian bisa mendorong terjadinya 

kebencian kolektif, pengucilan, diskriminasi, kekerasan, dan bahkan pada tingkat 

yang paling mengerikan, pembantian etnis atau genosida terhadap kelompok yang 

menjadi sasaran Ujaran Kebencian (Hate Speech).8 

Beberapa kasus yang berkaitan dengan kasus ujaran kebencian yang terjadi di 

Indonesia khususnya di kota Palembang, seorang aktivis kampus Universitas 

Sriwijaya dalam hal ini dilaporkan setelah menggelar demo mengkritik kebijakan 

uang kuliah tunggal (UKT). Pelaporan ke Polres Ogan Ilir ini dilakukan lantaran 

7Ibid, hlm. 2. 
8Surat Edaran Kapolri NOMOR SE/06/X/2015 
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Rahmat Farizal selaku presiden mahasiswa dilaporkan dengan sejumlah tuduhan, 

mulai dari ujaran kebencian terhadap rektor, mengancam membakar aset kampus, 

mempermalukan rektor dan senat dalam acara resmi di hadapan calon mahasiswa 

baru Universitas Sriwijaya, dan berujung hingga mengakibatkan pihak terlapor 

dikenakan sanksi pemberhentian (DO).9 

Contoh kasus lain di kota Palembang berkaitan dengan Ujaran Kebencian (Hate 

Speech) yang dilakukan melalui media sosial. Penangkapan terhadap pelaku bernama 

Toni Rianda yang terbukti menyebarkan konten yang mengandung Uajaran 

Kebencian (Hate Speech). Pelaku yang saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka 

oleh kapolda Sumatera Selatan disebabkan oleh diuploadnya konten Ujaran 

Kebencian (Hate Speech) yang antara lainnya bertuliskan “halal darahnya  kalau 

Polisi dibunuh” di akun pribadinya jejaring sosial yang bernama Facebook. Sehingga 

mengakibatkan tersangka akan dikenakan Pasal 28 ayat 2 UU ITE atau Pasal 207 

KUHP.10
 

Kasus Ujaran Kebencian yang baru-baru ini terjadi di kota Palembang, 

menimbulkan kecaman dari suatu profesi pekerjaan yakni jasa angkutan umum 

online. Seorang yang duduk di bangku kuliah di suatu universitas swasta di 

Palembang yang mengumbar kata-kata, frasa, atau kalimat yang berisikan Ujaran 

 

9https://kumparan.com/jihad–akbar1487918664529/demo–soal–uang–kuliah - presiden– 

mahasiswa–unsri–dilaporkan - ke-polisi, Diakses tgl 8 oktober 2017, pukul 20.15 WIB 
10http://sumselupdate.com/sebar-ujaran-kebencian-toni-rianda-jadi-tersangka/, Diakses tgl 8 

oktober 2017, pukul 20.25 

http://sumselupdate.com/sebar-ujaran-kebencian-toni-rianda-jadi-tersangka/
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Kebencian yang merendahkan martabat seorang dalam pekerjaan yang dikerjakannya. 

Akibatnya terjadi aksi besar-besaran yang rata-rata merupakan orang dari suatu 

profesi yang di rendahkan tersebut.11
 

Masih banyak masyarakat Indonesia tidak memahami dengan benar tentang apa 

itu kebebasan dalam berekspresi, berkreasi dan berpendapat terutama dalam dunia 

maya, bahkan dalam dunia maya banyak orang mengaanggap dan merasakan tidak 

adanya batasan yang mengakibatkan masyarakat mencurahkan segala pemikiran, 

kreasi dan pendapat mereka yang mereka sendiri tidak mengetahuihal yang dilakukan 

itu benar atau tidak. Sehingga penyebab ini masyarakat tidak tahu melanggar norma 

atau tidak, meresahkan atau tidak dan melanggar hak asasi orang lain atau tidak. 

 

Beberapa negara mempunyai undang-undang yang mengatur tentang Ujaran 

Kebencian (Hate Speech), di Indonesia pasal-pasal yang mengatur tentang ujaran 

kebencian (Hate Speech) diatur dalam Pasal 156, Pasal 157, Pasal 310, Pasal 311 

KUHP, kemudian Pasal 28 jis.Pasal 45 ayat (2) UU No 11 tahun 2008 tentang 

informasi &transaksi elektronik dan Pasal 16 UU No 40 Tahun 2008 tentang 

penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Selama ini, Ujaran Kebencian berdampak 

pada pelanggaran HAM ringan hingga berat, selalu awalnya hanya kata-kata baik 

secara langsung, melalui media sosial, maupun lewat selebaran, tapi efeknya mampu 

menggerakan  massa  hingga  memicu  konflik.  Oleh  sebab  itu  maka dikeluarkanya 

 

11http://sumsel.tribunnews.com/2017/11/27/inilah-foto-foto-dan-fakta-mahasiwa-yang-hina- 

driver-ojek-online, Diakses tgl 1 Februari 2018, pukul 15.10 WIB 

http://sumsel.tribunnews.com/2017/11/27/inilah-foto-foto-dan-fakta-mahasiwa-yang-hina-
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Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian 

(Hate Speech) guna untuk memperkuat anggota Polri dalam menjalankan tugasnya, 

yakni menjaga keamanan dan ketertiban dimasyarakat.12 Tindakan dari pihak aparat 

dan penegak hukum khususnya kepolisian untuk mencegah dan melakukan tindakan 

preventif maupun represif dalam menangani kasus Ujaran Kebencian (Hate Speech) 

ini. Apabila tidak ditangani dengan efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan, akan berpotensi memunculkan konflik sosial yang 

meluas, serta berpotensi menimbulkan tindak diskriminasi, kekerasan, dan atau 

penghilangan nyawa. 

Melihat fakta yang ada pada saat ini penulis menanganggap bahwa penanganan 

kasus Ujaran Kebencian merupakan suatu hal yang penting sehingga harus segera di 

cari solusi untuk menangani dan menanggulanginya. Berdasarkan latar belakang 

masalah yang di jelaskan di atas maka dari itu Penulis bermaksud untuk menulis 

penelitian dengan judul “Penerapan Surat Edaran Kapolri No SE/06/X/2015 

Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech) di kota Palembang” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

12Buku Saku Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech), KomisiNasional Hak Asasi 

Manusia Republik Indonesia, hlm. v. 
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B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan uraian di atas, yang menjadi inti permasalahan dalam penelitian 

iniadalah: 

1. Apa yang menjadi tolok ukur pihak kepolisian di Kota Palembang dalam 

menilai perbuatan kejahatan Ujaran Kebencian (Hate Speech)? 

2. Bagaimana upaya pihak kepolisian di kota Palembang mengatasi kendala dalam 

menjalankan tugasnya untuk menindak kejahatan Ujaran Kebencian (Hate 

speech)? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 
Sudah dapat dipastikan bahwa setiap kegiatan mempunyai tujuan yang hendak 

dicapai, karena tujuan akan dapat memberikan manfaat dan penyelesainan dari 

penelitian yang akan dilaksanakan, maka adapun tujuan dari penelitian ini 

adalah: 

 

1. Untuk mengetahui tolok ukur Kejahatan Ujaran Kebencin oleh pihak 

kepolisian di Kota Palembang dalam menilai perbuatan Kejahatan Ujaran 

Kebencian (Hate Speech) sebagai tindak pidana. 

 

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala Upaya Pihak 

Kepolisian Kota Palembang dalam penanggulangan kasus Ujaran Kebencian 

(Hate Speech). 
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D. Manfaat Penelitian 

 

Adapun Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 
 

1. Secara Teoritis 

 

Manfaat teoritis yang didapatkan dari penelitian iniadalah untuk memperkaya 

wawasan ilmu pengetahuan, dan menjadi masukan bagi masyarakat, serta 

menjadi landasan agar selalu mengetahui perkembangan hukum di Indonesia. 

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu bentuk 

sumbangan pemikiran dari calon sarjana hukum khususnya mahasiswa 

Universitas Sriwijaya dalam hal Penerapan Surat Edaran Kapolri Nomor 

SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian di Kota Palembang. 

 

2. Secara Praktis 

 

Adapun manfaat penelitian secara praktis adalah sebagai berikut : 

 

1. Menjadi referensi bagi peneliti lainnya, khususnya yang berhubungan 

dengan Kejahatan Ujaran Kebencian (Hate Speech) diBidang Ilmu Hukum 

Pidana. 

 

2. Menjadi masukan bagi masyarakat umum, terkait penerapan Surat Edaran 

Kapolri Nomor SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian di 

kota Palembang. 
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E. Kerangka Teori 

 

Dalam menganalisis permasalahan terhadap Penerapan Surat Edara 

KapolriNomor SE/06/X/2015 tentang penanganan ujaran kebencian di kota 

Palembang ini. Maka penulis menggunakan beberapa konsep dalam kajian Hukum 

Pidana, yakni: 

 

1. Teori Penanggulangan Kejahatan 

 

Berdasarkan pendapat G.P Hoefnagel maka upaya penanggulangan 

kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu melalui 

jalur “penal” dan ”non-penal”atau diluar hukum pidana.13 Berikut beberapa  

cara yang dapat dilakukan : 

 

a. Jalur Non Penal 

 

Tindakan Preventif yaitu upaya penanggulangan non penal (pencegahan) 

seperti: 

1. Pencegahan tidak dengan pidana (prevention without punishment) dan 

mempengaruhi pola pikir masyarakat mengenai kejahatan 

 

 

 

 

 

 
 

13Barda Nawawi Arief, Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia, 2006, PT 

Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm 78. 
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2. Pemidanaan lewat media (influencing views of society on crime and 

punishment/massmedia).14
 

Jalur non penal menitik beratkan pada sifat “preventive” 

(pencegahan/penangkal/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Mengingat 

upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur, “non penal” lebih bersifat 

tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya 

adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. 

Faktor-faktor kondusif itu antara lain, berpusat pada masalah-masalah atau 

kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat dilihat 

sebagai tindakan preventif dalam arti luas.15
 

b. Jalur Penal 

 

Penanggulangan kejahatan dengan sarana”penal” merupakan “penal policy” 

atau “penal law enfprcement policy” yang fungsionalisasi/operasionalnya 

melalui beberapa tahap :16
 

1. Tahap formulasi 

 

Tahap penegakan hukum in abstracto oleh badan pembuat undang- 

undang, tahap ini disebut juga tahap kebijakan legislatif. 

 

14https://ahmadfk.wordpress.com/2007/10/19/jalur-penal-dan-non-penal-harus-sejalan/ tgl 7 

oktober 2017, pukul 11.15 WIB 
15Barda Nawawi Arif, Bunga Rampai Kebiajakan Hukum Pidana, Jakarta:Kencana,2011, 

hlm.46. 
16Barda Nawawi Arif, Masalah penegakkan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam 

Penanggulangan Kejahatan, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2007, hlm.78. 
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2. Tahap aplikasi 

 

Tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai 

dari kepolisian sampai pengadilan, tahap disebut juga sebagai tahap 

kebijakan yudikatif 

 

3. Tahap eksekusi 

 

Tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkrit oleh aparat-aparat 

pelaksana pidana, tahap disebut juga sebagai kebijakan eksekutif atau 

administratif. 

Usaha yang dilakukan dengan cara penerapan hukum pidana sesudah 

kejahatan terjadi atau tindakan repressive (penindasan/pemberantasan/ 

penumpasan), terhadap pelaku kejahatan seperti pemberian hukuman 

sesuai dengan hukum positif yang berlaku. Pemberian hukuman ini 

bertujuan untuk membuat jera terhadap pelaku kejahatan dengan cara 

menindak secara tegas berupa sanksi berdasarkan pasal-pasal didalam 

KUHP maupun Undang-Undang lain diluar KUHP. 

 

2. Teori Penegakan Hukum 

 

Menurut Satjipto Rahardjo penegakan hukum adalah suatu proses untuk 

mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat 
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undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi 

kenyataan.17 keberhasilan penegakan hukum mungkin dipengaruhi oleh beberapa 

faktor yang mempunyai arti yang netral, sehingga dampak negatif atau positifnya 

terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor ini saling berkaitan, merupakan 

esensi serta tolak ukur dari efektifitas penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut 

adalah: 

 

1) Hukum (undang-undang). 

 

2) Penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan 

hukum. 

 

3) Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. 

 

4) Masyarakat, yakni dimana hukum tersebut diterapkan. 

 

5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan 

pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.18
 

 

F. Metode Penelitian 

 

Metodologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata “Methodos” dan “logos”. 

Metodelogi penelitian adalah ilmu yang membicarakan tata cara atau jalan 

sehubungan dengan penelitian yang dilakukan, yang memiliki langkah-langkah yang 

17Satjipto Rahardjo,Masalah Penegakan hukum, Bandung,Sinar Baru, 1983, hlm. 24. 
18Soerjono Soekanto,Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta, Raja 

Grafindo Persada, 2007, hlm 5. 
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sistematis, meliputi prosedur penelitian dan teknik penelitian.19Dalam peneltian ini 

berhubungan dengan masalah Penerapan Surat Edaran Nomor SE/06/X/2015 tentang 

Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech), untuk dapat memahami obyek yang 

menjadi sasaran dari ilmu yang bersangkutan. Adapun metode penelitian di dalam 

penelitian ini adalah penelitian Empiris. 

 

1. Jenis Penelitian 

 

Berdasarkan fokus penelitian, maka penelitian ini tergolong penelitian Yuridis 

Empiris. Penelitian Hukum Empiris adalah ”menggunakan undang-undang ataupun 

bahan-bahan yang berkaitan dengan permasalahan sedangkan Empiris artinya 

penelitian terhadap data primer dan kemudian dilanjutkan dengan penelitian data 

sekunder”.20 Penulis menggunakan penelitian yuridis empiris karena penulis akan 

meneliti tentang penerapan surat edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 tentang 

Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech) di Kota Palembang dan penulis akan 

meneliti langsung ke Polda Sumatera Selatan Kota Palembang. 

 
 

2. Pendekatan Penelitian 

 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

socio-legal research. Metode penelitian sosio-legal (socio-legal research/studies) 

diperlukan untuk menjawab masalah-masalah ketidakadilan sosial. Pendekatan studi 

 

19Arikunto, Suharsini,Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik. Jakarta: Bumi Aksara, 

2006, hlm 34 
20Soerjono Soekamto,Pengantar Penelitian Hukum, UI Press: Jakarta, 2007, hlm.52. 
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sosio-legal ini dapat diindentifikasi melalui dua hal yakni: pertama, studi sosio-legal 

melakukan studi tekstual, pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan 

kebijakan dapat dianalisis secara kritikal dan dijelaskan makna dan implikasinya 

terhadap subjek hukum, dalam hal ini dapat dijelaskan bagaimanakah makna yang 

terkandung dalam pasal-pasal tersebut merugikan atau menguntungkan kelompok 

masyarakat tertentu dan dengan cara bagaimana. Kedua, studi sosio-legal 

mengembangkan berbagai metode “baru” hasil perkawinan antara metode hukum dan 

ilmu sosial, seperti penelitian kualitatif sosio-legal dan etnografi sosio-legal.21
 

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan Undang-Undang yaitu suatu 

metode pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan 

dan hal yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.22
 

 

3. Lokasi Penelitian 

 

Penelitian yang dilakukan oleh penulis dilaksanakan di wilayah hukum 

Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, Jl. Jend Sudirman Km 4,5 Kota Palembang, 

Indonesia. 

 

 

 

 

 

 

21Sulistyowati Irianto dan Shidarta, Metode Penelitian Hukum: Konstelasi Dan Refleksi, 

Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 177-178. 

22Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Penada Media Group, 2005, 

hlm. 95. 
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4. Populasi dan Sampel 

 

Mengambil sampel dari populasi penelitian yang dilakukan dengan cara 

wawancara terkait Kejahatan Ujaran Kebencian. Menggunakan teknik pengambilan 

sampel Purposive Sampling yakni pengambilan sampel dengan cara sengaja sesuai 

dengan persyaratan sampel yang diperlukan. Peneliti menentukan sendiri sampel 

yang diambil karena ada pertimbangan tertentu. Jadi, sampel diambil tidak secara 

acak, tapi ditentukan sendiri oleh peneliti. Sampel dalam penelitian ini adalah : 

 

a. Anggota kepolisian daerah Sumatera Selatan; 

 

b. Anggota Pidana Umum / Kriminal Khusus yang berada di Polda Sumatera 

Selatan. 

 

 

5. Jenis dan Sumber Data 

 

a. Bahan hukum primer, diantaranya adalah: 

 

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; 

 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik; 

 

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentng Penghapusan 

Diskriminasi Ras dan Etnis; -
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4. Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 tetang Penanganan 

Ujaran Kebencian. 

 

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya 

dengan bahan hukum primer seperti berbagai buku hasil karya para ahli, 

hasil-hasil penelitian, berbagai hasil seminar atau kegiatan ilmiah lainnya 

yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. 

 

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi 

tentang bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum dan 

wawancara dilakukan guna memperoleh data pendukung untuk 

menunjang data sekunder yang berasal dari studi kepustakaan. 

 

6. Teknik Pengumpulan Data 

 
 

a. Studi Lapangan 

 

Untuk mendapatkan data primer, penulis melakukan pengumpulan data- 

data dari pihak kepolisian kota Palembang di Polda Sumatera Selatan dengan 

menggunkan metode sebagai berikut: 

1. Wawancara 

 

Yaitu dengan melakukan tanya jawab langsung kepada narasumber yang 

diyakini memiliki informasi atau data yang diperlukan dan berguna bagi 

penelitian ini. 
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2. Dokementasi 

 

Yaitu dengan melakukan pengumpulan dokumen-dokumen yang 

berhubungan dengan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakat dalam 

menjatuhkan sanksi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. 

 
 

b. Studi Kepustakaan 

 

Untuk memperoleh data sekunder, peneliti melakukan studi 

kepustakaan berupa pencarian literatur yang berhubungan dengan masalah 

yang diteliti baik melalui koleksi pribadi, perpustakaan umum, perpustakaan 

khusus, maupun melalui sarana media elektronik internet. 

 
 

7. Teknik Analisis Data 

 

Seluruh data dan bahan yang diperoleh dianalisis secara yuridis 

kualitatif, yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan responden baik secara tertulis maupun 

lisan dan fakta-fakta dilapangan dipelajari serta dituangkan pada hasil 

penelitian. 
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8. Teknik Pengambilan Kesimpulan 

 

Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif, yaitu menarik 

kesimpulan berdasarkan hal-hal yang bersifat khusus lalu disimpulkan secara 

umum dan selanjutnya dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan 

saran.23
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23Soejono Soekamto, Pengantar Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 1983, hlm. 69. 
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